SALINAN

BUPATI PAiCITAN
PROVINSI JAWiA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK BUMIl DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang ta bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal
11 aygt (3), Pasal 13, Pasal 16 ayat (6), Pasal 20, Pasal 24
ayat (I7), Pasal 26 ayat|(3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat
(3), Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2
Tahun 2013 tentang PaJak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019,

b bahwa‘a. berdasarkan pt‘artlmbangan sebagaimana dimaksud
dalam’ huruf a, perlu n"lenetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan| Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2013 |tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019,

Mengingat ¢ 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone31a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kahl terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5679),

2 Unda%'\g-Undang NomoJ 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573),

3 Undal‘xg-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keual]‘xgan antara Pemermtah Pusat dan Pemerntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomo‘r 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757), !




i
i

4 Peralturan Pemenntal"l Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone31a Nomor 6322),

5 Peraturan Menter: Dalam Neger1i Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah
(Be ita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

6 PeraFuran Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak
Burm dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten |Pacitan Tahun 2013 Nomor 2)
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daeﬁah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaanl dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1),

7 Pera{uran Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Suéunan Perangkat Daerah Kabupaten
Paci (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2016 Nomor 4) sebaga.lmana telah dwuubah beberapa kali
teral«lrhlr dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tah&n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Per gkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9),

8 Pera{uran Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
KabUpaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),

|
MEMUTUSK‘AN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMTUW DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
|

Pasal 1 i

Dalam Peraturan Bupati im, yang dimaksud éengm

1  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan

2  Bupati adalah Bupati Pacitan

3 Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan
Keuangan Daerah Kab paten Pacitan ’

4  Kepala BKD adalah Kepala BKD Kabupaten Pacitan

5 Pajak Daerah yang éelanjutnya dlset?ut pajak adalak kontribust wajb
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribad: atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan |digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kernakmuran1 rakyat
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang lelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputs perseroaan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan| perkumpulan, yayasan organisasl massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lamnnya
termasuk kontrak 1nv<|3stas1 kolektif dan bentuk usaha tetap

Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bum dan /atau bangunan yang dimilik,
dikuasai, dan/atau dlmanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecual
kawasan yang dlgunakan untuk keglaftan usaha perkebunan, perhutanan
dan pertambangan ‘

Bumi adalah permukaan bumi yang mehputl tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah Kablupaten /Kota :

Bangunan adalah konstruks: teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan/atau laut

Nila1 Jual Objek Pa_]alf yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dan transaksi Jual beli yang terjadi secara wajar dan
bilamana tidak terdapat transaksi Jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga Zengan objek lam yang sejenis atau nilai perolehan
baru atau NJOP penggantl |

Subjek PBB-P2 adals orang pnbad1 atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bum
dan/atau memiliki, menguasai, dan /atau memperoleh manfaat atas
bangunan
Wanb PBB-P2 adal orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi
dan/atau memliki, ‘menguasai, dan /atau memperoleh manfaat atas
bangunan
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender
Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dalam masa pajak, dalam tahun paJak atau dalam baglan tahun pajak
sesuar dengan ketentuan Peraturan} Perundang-Undangan Perpajakan
Daerah

Pemungutan adalah suatu rangkaian keglatan mulai dann penghimpunan
data objek dan subJek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan pf:nal han pajak kepada Wajpib Pajak serta pengawasan
penyetorannya |

Surat Pemberitahuan ObJek Pajak yang| selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan perpajakan Daerah

Lampiran Surat Pemberltahuan Objek' Pajak yang selanjutnya disingkat
LSPOP adalah blangko SPOP yang digunakan apabila objek pajak tersebut
ada bangunannya |

Surat Pembentahuan |Pajak Terutang ' yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang dlgunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi
dan Bangunan yang terutang kepada Wa_]lb Pajak

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanJutnya disingkat SPPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran paJak[ yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir jatau telah dllakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalu1 tempat pembayaran yang d1tun_1uk oleh Bupati

|
|
|
|
|
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(1)

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ‘selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah suraf ketetapan paJak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah ;kredlt pajak, _]umlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT |adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas Jumlahl pajak yang telah ditetapkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih| Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat| ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebithan
pembayaran pajak karena jumlah kredlt pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang

Surat Tagithan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagthan pajak dan /atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau dende'l

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan perpajakan
Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surét Keputusan Kebératan

Surat Keputusan K beratan adalah ! surat keputusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara Objektlf dan profes1ona1 berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguj kepatuhan pemenuhan kewajyban perpajakan
Daerah dan/atau unrﬂk tyuan lamn dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang- ndangan perpajakan Daerah

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yangf selanjutnya disingkat NPWP adalah
nomor yang dlbenkan kepada WaJlb Pajak sebagai sarana dalam
admmistrasi perpa_]ak n yang dlpergunakan sebagair tanda pengenal din
atau 1dentitas Wajb| Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban
perpajakannya ’

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya ‘dlsmgkat NOP adalah nomor yang
diberitkan kepada objek PBB-P2 sebaga1 sarana dalam administrasi
perpajakan
Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah alat
bukti lunas pembayaran PBB-P2 |

BAB 11
RUANG LINGFUP

Pasal 2

Tata cara pemungutan PBB-P2 mencalliup seluruh rangkaian proses yang
harus dilakukan dalam penatausahaan, penerimaan, dan pelaporan

penerimaan PBB-P2




(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(5)

Tata cara sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mehputs

a pendaftaran, penda an dan penehtlan objek pajak,

b penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT,

¢ pengurangan atau penghapusan sanks: admimistras: dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak,

d pengajuan dan penyelesaian keberatan

e pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,

f pemernksaan pajak,

g pelaporan PBB-P2,

h penagihan PBB-P2, dan

1 pengembalian kelebihan pembayaran|PBB-P2

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran, Pendataan} dan Penilaian Objek Pajak

|
Paragraf ||
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 3|

Kegiatan pendaftaran dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil,
mengis1 dan mengembalikan SPOP dan / atau LSPOP ke BKD

SPOP dan/atau LSPOF sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) disediakan oleh
BKD dan harus dus1 dengan jelas, benar lengkap, dan ditandatangani oleh
subjek pajak

Penyampaian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan selambat—la'mbatnya 30 (Ugé puluh) han sejak tanggal diterima

Wajib Pajak

l
Paragraf 2

Tata Cara Pendataan

Pasal 4

Untuk mengetahw data objek pajak termasuk apabila terjadi mutas: utuh,

mutas1 pecah dan mut?m gabung dllakukan pendataan

Pendataan sebagaimana dimaksud pada|ayat (1) dilakukan dengan cara

a pasif yaitu pendataan dengan @penyampaian dan pemantauan
pengembalian SPOP, dan

b aktif yaitu pendataan melalul 1dent1ﬁkas1 objek pajak, verifikasi data
objek pajak dan pengukuran bidang ob_]ek pajak

Pendataan melalu1 1dent1ﬁkas1 dﬂakukan pada objek pajak yang belum

terdata dalam admimstrasi pembukuan PBB P2

Pendataan melalu1 verifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata

dalam administrasi pembukuan PBB-P2 I

Berdasarkan hasil pen'dataan sebagannana dimaksud pada ayat (2) apabila

ditemukan ketldaksesﬁalan antara data yang dimihki Wapb Pajak dengan

bukt d1 lapangan d11anjutkan pelaksanaan pemeriksaan




(1)
(3)
(4)

Pasal Sf

Berdasarkan hasil pendataan terhadap objek pajak diberikan NOP
Pendataan terhadap mutasi penuh tldak menghilangkan NOP lama
Pendataan terhadap ' mutasi pecah atas tanah mduk, masing-masing
penerima pecahan megdapat NOP lain ]

Terhadap penggabungan beberapa NOP salah satu dari NOP tersebut
dipakai untuk NOP induk sedangkan N ?P lainnya dihapus

Pasal Gi

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adal’ah

0 oP

(1)

(2)

(3)

(4)

melampirkan KTP/KK/dokumen lain yang sah,

melampirkan alat bukﬁ kepemilikan,

surat keterangan dari Desa/ Kelurahan, dan

mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau
kuasanya

Pasal 7]

Pendataan terhadap objek PBB seba;galmana dimaksud dalam Pasal 5

termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan

taman mewah yang meImenuh1 kritena tertentu

Kriteria pagar mewah tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebaga1 berikut }

a  pagar mewah adalah pagar dengan harga pembuatan Rp 1 500 000,00
(satu juta lima raﬁus ribu rupiah) per meter persegi atau lebih,

b  tempat olahraga adalah tempat olahraga yang dikomersialkan, dan

¢ taman mewah adalah taman dengan harga pembuatan Rp 1 500 000,00
(satu juta Iima ratus nbu rupiah) pér meter persegi

Paragraf 3
Tata Cara Penilaian

l

Pasal 8 K
\

Penilazan merupakan keglatan dalam rangka menetapkan NJOP

Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalu1

a penilailan massal] dimana NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai
indikas: rata-rata|yang terdapat pada setiap Zona Nila1 Tambah (ZNT)
sedangkan NJOPR bangunan d1h1tung berdasarkan Daftar Biaya
Komponen Bangunan (DBKB), dan ;

b  penilaian individu diterapkan padél objek pajak umum yang bernilai
tingg1 atau objek pajak khusus

Kegiatan penilaian seb'agalmana dlmaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

3 (tiga) pendekatan pen1la1an yaitu |

a data pasar, |

b biaya, dan/atau |

¢ kapitalisasi pendapatan

Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang

akan dmnilai dengan objek pajak lam yang sejenis yang nilai jualnya

diketahui dengan melakukan beberapa penyesualan




(6)

(1)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b dllakukan untuk penllalan bangunan dengan cara
memperhitungkan b1aya—b1aya yang dikeluarkan untuk membangun baru
dikurang: dengan penyusutan

Penilaian dengan pendekatan kapltahsa31 pendapatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c !dilakukan pada objek-objek yang
menghasilkan atau emihiki nila1 komersil dengan cara menghitung atau
memproyeksikan seluruh pendapatan a{au sewa dalam satu tahun terhadap
objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak

pengusaha |

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT

Paragraf |1
Tata Cara Penerbitan

Pasal 9

Berdasarkan SPOP 'dan/ atau LSPOP BKD menerbitkan SPPT yang

merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu)

tahun pajak I

Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT mela1u1

a pengambilan senldm d1 BKD/ Kelurahan/ Desa tempat objek terdaftar
atau ditempat lain yang ditunjuk, atau

b penginman  melalur  pos atau disampaikan oleh  aparat

BKD/Kelurahan/Desa ‘
Paragraf 12
Tata Cara Penlehtlan
Pasal I(T
Sebelum SPPT disampaikan pada Wa_]lb! Pajak dilakukan kegiatan penelitian
terhadap 1s1 SPPT ;
Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

terhadap

a  subjek pajak,

b  objek pajak, dan/atau

¢ NJOP |

Dalam hal ditemukan kesalahan sepert1 nama Wajib Pajak, SPPT ganda,
alamat, luasan objek | pajak dan ketetapan pajak, maka BKD melakukan
pembetulan |

|

|
Paragraf 3
lata Cara Pembetulan SPPT

Pasal 11

Dalam hal SPPT telah disampaikan  kepada Wapnb Pajak menemukan
kesalahan seperti nama Wajb Pajak, |SPPT ganda, alamat, luasan objek
pajak dan ketetapan pajak, Wajb| Pajak mengajukan permohonan
pembetulan kepada Kepala BKD
Permohonan pembet ’lan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD
melakukan verifikasi dan pembetulan




(1)

(3)

Verifikas: dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya
pengajuan/permohonan dar1 Wajib Pajak
Bagian Ketiga
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Paragraf i1
Pengurangan Pajak

Pasal 12

Wajib Pajak dapat mengajukan pengura[ngan pajak atas

a
b

SPPT, atau
SKPD

Pengajuan pengurangan pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
digjukan kepada Bupati Cq Kepala BKD paling lambat (3) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT atau SKPD oleh Wajb Pajak

Pengajuan pengurangan pajak terutang dapat diajukan oleh Wajib Pajak
dalam hal k

a

objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribad: veteran pejuang
kemerdekaan, velteran pembela kemerdekaan penernnma tanda jasa
bintang genlya, atau janda/ dudanya dengan melampirkan syarat-syarat
sebagai berikut
1 fotocopy Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotocopy Surat
Keputusan tentang Pengakuan Pengesahan, dan Penganugrahan
Gelar Kehormatan dar pejabat yang berwenang
2  fotocopy buktipelunasan PBB tahun pajak sebelumnya, dan
3 dokumen pendukung lainnya ]
objek pajak | berupa lahan
pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat
terbatas dengan melampirkan syarat sebagai berikut
1 surat pernyataan dar1 Wajib PaJak yang menyatakan bahwa
a) hasil pertaman, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat
terbatas, d |
b) penghasﬂan Wajib Pajak rendah
2 fotocopy Kartu\ Keluarga/KTP,
3 fotocopy rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon,
4 fotocopy buktljpelunasan PBB tahun pajak sebelumnya, dan
5 dokumen pendukung lainnya }
objek pajak yangl Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya
semata-mata bereﬂsal dan pensmnan, sehingga kewajiban PBB-P2 nya
sulit dipenuhi dengan melampirkan syarat sebagai berikut
1 fotocopy surat ‘keputusan pensiunan,
2 fotocopy ship pensiunan atau dokumen sejenis lainnya,

3 fotocopy Kartu

4 fotocopy rekeni

5 fotocopy bukti
6 dokumen pen
objek pajak yang
rendah sehingga

melampirkan syarat sebagai berikut
1 surat pernyataan dar1 Wajb

penghasilan W,
2 fotocopy Kartu

Keluarga/KTP,
ng tagithan hstrik

ukung lainnya

kewajiban PBB

ajb Pajak rendah,
Keluarga/KTP,

air, dan/atau telepon,

elunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya, dan

Wajb Pajaknya orang pribad: yang berpenghasilan

P2 nya sulit dipenuhi dengan

Pajak yang menyatakan bahwa



(1)

(2)

l

|

3 fotocopy rekemng tagihan hstn1'< air, dan/atau telepon,

4 fotocopy buk pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya, dan

5 surat keterangan miskin

objek pajak yang Wanb Pajaknyal orang pribadi yang berpenghasilan

rendah NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan

hngkungan dan dampak positaf pembangunan dapat berupa

1 surat perny taan dan Wa_]lb Pajak yang menyatakan bahwa
penghasilan Wajib Pajak rendah

2 fotocopy Kart | Keluarga /KTP, |

3 fotocopy rekening tagihan hstrik, air, dan/atau telepon,

4 fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya, dan

S dokumen pendukung lainnya 1

Wajib Pajak Badan Usaha yang Emengalaml kerugitan dan kesulitan

hkuiditas pada ’ tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat

memenuhi kewajiban rutin perusahaannya, dengan melampirkan syarat

sebagai1 berikut

1 fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya,

2 fotocopy SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya,

3 fotocopy buktll pelunasan PBB- P2 tahun pajak sebelumnya, dan

4 dokumen pendukung lainnya

Wayib Pajak yangTobJek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain

yang luar biasa, dengan melamp1rkan syarat sebagai berikut

1 surat pernyataan dar1 Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya
terkena bencaha alam atau seb‘?b lain yang luar biasa,

2 surat keterangan yang menduk’ung alasan permohonan dan Kepala
Desa/Lurah setempat atau instansi terkait, dan

3 dokumen pendukung lainnya

Permohonan pengajuan pengurangan pajak dapat dilakukan perorangan

atau kolektif

adalah

Dokumen yang dlterbntkan terkait dengan permohonan pengurangan pajak

a

b
c
d
e

a

uraian penehitian

surat pemberitahuan tidak dapat dlproses
surat pengantar, dan

Bukt1 Penenmaan] Surat (BPS)

surat keputusan Tengurangan,

Paragraf 2
Pembatalan Ketetapan Pajak
i
Pasal 13
Wajib Pajak dapat mengajukan pembatallan pajak atas
SPPT, atau
SKPD

b

Pembatalan SPPT/SKPD adalah Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD sebagai
akibat penerbitan SPPT/SKPD yang ‘udak benar antara lain

o oe

SPPT ganda, g
objek pajak tidak ada, ‘

objek/subjek pajak dinyatakan batal‘ dem hukum, atau

ketetapan pajak |yang tidak benar dan/atau penetapan sebagai

pajaknya




(1)

Persyaratan yang hﬂrus dilengkapr dalam pengajuan pembatalan pajak
adalah |

a pengajuan secara tertulis darn Wa_]lb Pajak atau kuasanya,

b surat kuasa dalam hal dikuasakan oleh pihak lan,

¢ SPPT asli/SKPD tahun yang bersangkutan

d fotocopy KTP, KK atau Kartu Identitas lainnya dar1t Wajib Pajak, dan

e surat pengantar Lurah/Kepala Desa; untuk pengajuan secara kolektif

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesalan Keberatan
Paragraf|1
Tata Cara PengaJualn Keberatan
Pasal 14
Wayib Pajak dapat mengajukan keberatan pajak atas
a SPPT, atau %
b SKPD

Pengajuan keberatan pajak dapat dﬂakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterimanya SPPT atau SKPD oleh Wajib Pajak kecuali jitka Wajb
Pajak dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu 1tu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaanya

Keadaan diluar kekuasaanya sebagaumana dimaksud pada ayat (2) adalah
apabila objek pajak terkena bencana alam, perang/huru hara, wabah
penyakit dan pemogokan umum

|
\
Pasal 15

Pengajuan keberatan atas besarnya pajak erutang dapat digjukan oleh Wajib

Pajak dalam hal

a

b

luas objek PBB-P2 atau nila1 jual objek PBB P2 yang tercantum dalam SPPT
atau SKPD tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau

perbedaan penafsiran lantara Wajb Pajé.k dengan besaran ketetapan pajak
terutang, maka akan dilaksanakan pemenksaan lapangan oleh BKD

Pasal 16

Pengajuan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan
melampirkan persyaratan s'ebagal bernkut

O Q0 ge

fotocopy 1dentitas WaleD Pajak yang masih berlaku,
surat kuasa bagi yang dikuasakan,

fotocopy 1dentitas penerima kuasa yang mas1h berlaku,
SPPT/SKPD ash tahunl yang bersangkutan

bukti pembayaran PBB -P2 tahun terakhlr,

fotocopy surat tanah jatau bangunan mel1put1 sertifikat, surat jual bel,
hibah dan wars, dan |

bukti pembayaran pajak sejumlah yang telah disetuju1 oleh Wajib Pajak

Pasal 17

Pengajuan keberatan atas pajak terutang diajukan secara perseorangan

Pengajuan Kkeberatan atas pajak terutang yang mnilainya kurang dan
Rp 100 000,00 (seratus ribu rupiah) dapat diajukan secara kolektif atau
perseorangan




(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

BKD melakukan pem?nksaan berkas permohonan keberatan paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap
dan benar
BKD dalam melaksanakan pemenksaan berkas permohonan keberatan
dapat dibantu oleh tim Intensifikas dan Ekstensifikas: PBB-P2

BKD dalam melaksanakan pemenksaan berkas permohonan keberatan
dapat melakukan peninjauan ke lokas1 dan/atau meminta dokumen
penunjang selain yang dipersyaratkan s!ebagal bahan kajian

Hasil pengkajjan BKD sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
menerima seluruhnya atau sebagian, ’menolak, atau menambah besarnya
pajak terutang

Keputusan atas perm honan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan
diterima

Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyebabkan

terjadinya kekurangan‘ pembayaran paJak maka diterbitkan SKPD

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Keberatan
|

|
Pasal 18

Keputusan atas kebera sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 17 ayat (7)
diberikan dengan mempertimbangkan }

a
b

Cc

(1)

(2)

aspek alasan pengajuan keberatan, (

aspek kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, dan
data rul di lapangan

Pasal 19

Pembernian keputusan atas permohonan keberatan pajak yang besaran
ketetapan pajaknya sampai dengan Rp 50 000 000,00 (lima puluh juta
rupiah) ditetapkan oleh Kepala BKD |

Pemberian keputusan atas permohonan keberatan pajak yang besaran
ketetapan pajaknya lebth dar1 Rp 50 OOO 000,00 (ma puluh juta rupiah)
ditetapkan oleh Bupati

Bagian Kelima
Penandatanganén SPPT

Pasal 20

a tanda tangan basallx

b cap tanda tangan, alltau

¢ cetakan tanda tangan

Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan

a cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan
ketetapan pajak sampai dengan Rp 1/000 000,00 (satu juta rupiah), dan

b tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari

Rp 1 000 000,00 (satu juta rupiah)

!

SPPT ditandatangam Kepala BKD dalam \bentuk
|
l




Penandatanganan SPPT yang d1terb1tkan secara individual dapat dilakukan

dengan

a cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan
ketetapan pajak seltmpal dengan RpiSOO 000,00 (lma ratus ribu rupiah),
dan

b tanda tangan basah untuk objek paJak dengan ketetapan pajak lebih dan
Rp 500 000,00 (ima ratus ribu mpl?.h)

Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan baglan tidak terpisahkan dar Peraturan

Bupati im ,

Bagian Keenam
Pembayaran iPajak

Pasal 2i

Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD,
Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding

Pembayaran pajak y g terutang berdasarkan SPPT dilakukan paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPP'I‘

Pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan
atau Kerninganan, Surat Keputusan |Keberatan dan Putusan Banding
dilakukan paling lama| 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan

Pgjak yang tidak atau kurang dlbayar setelah melampau1 jangka waktu
sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan denda sebesar
2% {(dua persen) sebulan untuk _]angka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan

Bagian Ketujuh
Tempat Pembayaran

Pasal 22

Pembayaran pajak yang terutang di bank dapat dilakukan melalui

a
b
c

(1)

(2)

(1)

(2)

Juru pungut Kelurahan/Desa,
counter teller/loket teller bank pelaksana, atau

Anjungan Tunai Mandin (ATM) 1
i

Pasal 23

Pembayaran pajak yang terutang melalul counter teller/loket teller bank
pelaksana sebagmmana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terhadap Wajb
Pajak diberikan STTS sebaga1 tanda bukt1 pembayaran pajak

STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangan: dan diberikan
tanda validast oleh bank |

Pasal 24}

STTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdinn dar1 3 (tiga)
lembar yaitu
a lembar 1 (satu) untuk Wanb Pajak,
b  lembar 2 (dua) untuk BKD, dan

¢ lembar 3 (tiga) untuk bank pelaksana
STTS lembar 2 (dua) dlsampalkan oleh| bank ke BKD paling lama 1 (satu)
harn kerja setelah tanggal pembayaran pajak




(1)

(2)

|
Pasal 25

Pembayaran pajak yang terutang melalur Anjungan Tunai Mandint (ATM)
sebagaimana dimksud dalam Pasal 2% huruf ¢ Wajib Pajak mendapatkan
struk pembayaran |
Struk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda
bukti pembayaran pajak yang terutang &
Bagian Kedelapan
Tata Cara Permohonan} dan Penerbitan

Surat Keterangan Lunas

Pasal 26
0

Kepala BKD atas permohonan dan Wajib Pajak dapat memberikan surat
keterangan lunas dalam hal

a
b

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(4)

dibutuhkan oleh Wajib Pajak, atau
STTS atau struk Anjungan Tunai Mandir1 (ATM) hilang

Pasal 27

Wayib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan lunas secara tertulis
kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan mengisi formulr yang telah
disediakan 1

Permohonan surat keterangan lunas dilampiri dengan persyaratan sebagai
berikut
a fotocopyidentitas|pemohon yang mas1h berlaku,
b  surat kuasa bagi yang diben kuasa; dan

c fotocopy SPPT tahun pajak yang bersangkutan

Pasal 28‘

Tim melakukan pemeriksaan berkas permohonan

Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar Kepala BKD untuk menerbitkan
surat keterangan luna'§

Kepala BKD menerbltlfan surat keterangan lunas paling lama 2 (dua) harn
sejak tanggal diterimanya permchonan |

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN PBB-P2

Pasal 29

Bank menyetorkan hasil penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib Pgjak
ke kas umum Daerah

Semua hasil penerimaan pajak wajb disetorkan ke rekening penampungan
PBB-P2 dalam jangka waktu 1x24 jam

Semua hasil setoran ke kas penampungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} untuk selanjutnya dlhmpahkan ke rekening kas umum Daerah
setiap akhir han kerja ‘

Dalam hal batas waktu sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) jatuh pada han
libur maka penyetoran‘ ke kas umum Daerah dilaksanakan pada han kerja
berikutnya




(1)

l
|

Bank tempat pembayaran pajak yang terutang menyampaikan laporan
penyetoran hasil penerimaan pajak kepada BKD berupa

a  rekening koran, %

b  nota kredit penyetoran ke kas Daerah, dan

¢  STTS lembar 3 (t1ga)

BAB YV
TATA CARA PENAGIHAN PBB-P2

t
Pasal 30

Penagihan dilaksanakan melalu1 penetapan STPD dan SKPDKB/SKPDKBT
STPD, SKPDKB/ SKPDKBT sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dapat
dukuti dengan surat teguran dan/atau surat paksa

Setelah tanggal jatuh Jcempo pembayaran Wayib Pajak belum melunasi pajak
terutang maka dilakukan upaya persua31f selama 1 (satu) bulan

Dalam hal upaya per jlaSIf sebagalmana dimaksud pada ayat (3) gagal maka
diterbitkan surat teguran l

Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang—Undanéan

Pasal 3 1&

Penetapan SKPDKB/atau SKPDKBT sebagalmana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1), dilakukan melalu1 tahapan ;

a
b

c

(2)

(3)

(5)

BKD memeriksa SPP’l]/ SKPD, STPD, STTS sebelum lewat jangka waktu 5
(ima) tahun sejak dibayar oleh Wajb Pa_]ak

terhadap SPPT/SKPD, STPD, STTS yang ternyata kurang bayar BKD
menetapkan SKPDKB, SKPDKBT, dan

Wayb Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT, dan membayarkan PBB terutang
sesuai dengan prosedur pembayaran PBB

BAB VI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 32

Wajib Pajak dapat mepgajukan pengembalian kelebithan pembayaran PBB
dalam hal terdapat selisth antara paJak yang dibayar dengan pajak yang
terutang
Kelebithan pembayaran| PBB-P2 dapat terjadi karena

perubahan peraturan,

surat keputusan pemberian pengurangan,

surat keputusan penyelesaian keberatan

kesalahan penetapan, g

kekeliruan pembayaran atau |

keputusan Pengadilan yang mempunya1 kekuatan hukum tetap
Permohonan sebagalmlana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
BKD dengan melamp1r1'<an sekurang—kurangnya

a SPPT/SKPD dan STTS asl, dan ;

b STPD f

BKD menetapkan keputusan pengembahan kelebthan pembayaran PBB
paling lama 3 (tiga) bulan setelah dltenm‘anya permohonan dar1 Wajib Pajak
Pengembalian keleblhah PBB dllakukan] dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) bulan sejak d1terb1tkannya SKPDLB

"0 Q0 TR

i
|
|




BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN PBB-P2

Pasal 33

Pemeriksaan pajak dituyjukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib

Pajak dan pelaksanaan ketentuan

perpajakan Daerah

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh BKD
a pemeriksaan sedeil(‘hana, dan/atau

b  pemeriksaan leng

Peraturan Perundang-Undangan

dalam bentuk

ap

Pasal 34

|

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dlmakisud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a

dilakukan dengan cara

Wajb Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku
pendukung la1nnya termasuk keluaran dar1 media

komputer dan perangl%at elektronik penéolah data lainnya,
meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk

komputer dan pengolah data lainnya dengan

tan dan dokurpen pendukung lainnya termasuk

keluaran dar1 media ké)mputer dan pengolah data lainnya,

a membentahukan agar
catatan dan dokumen
b
keluaran dan med1
memberikan tanda teruna,
¢ memeriksa buku, cata
d meminta keterangan

diperiksa, dan

lisan dan/ atau1 tertulis dar1 Wajib Pajak yang

meminta keterangan dan /atau bukti yang diperlukan dar1 pithak ketiga yang

mempunyai hubung

dengan Wajib Pa_]ak yang diperiksa

Pasal 35|

Pemenksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b
dilakukan dengan cara
memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti

memenksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran darit media komputer dan pengolah data lainnya,
meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lamnnya termasuk

komputer dan} pengolah data lainnya dengan
hsan dan/ atau| tertulis dari Wajib Pajak yang
ruangan yang diduga merupakan tempat

uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk
a dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta

melakukan pemenksaan d1 tempat tersebut dan

a
pelunasan kewapban 1erpaJakan Daerah
b
|
C
keluaran dan medl'
memberikan tanda terima,
d meminta keterangan
diperiksa,
e memasuki tempat atau
menymmpan dokumen,
tentang keadaan usah
f

(1)

meminta keterangan dan /atau bukti yang diperlukan dar pihak ketiga yang

mempunyai hubungan

dengan Wajib Pajak yang diperiksa
|

Pasal 36

Apabila pada saat dllakukan pemeriksaan di lapangan Wapb Pajak atau

wakil atau kuasanya
sepanjang ada pih

1dak ada di temp'at pemeriksaan tetap dilaksanakan

yang mempunym kewenangan untuk bertindak

mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas kewenangannya dan selanjutnya
pemeriksaan ditunda dan untuk dllan_]utkan pada kesempatan benkutnya




Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan lapangan
ditunda pemeriksaan| dapat dilakukan penyegelan tempat atau ruangan
yang diperlukan
Apabila pada saat pemerksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan
atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat
pemeriksaan tetap dllakukan dengan| terlebith dahulu meminta pegawai
ersangkutan untuk mewakii Wajb Pajak guna

Apabila Wajpib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan 1yin untuk
memasuki tempat atau ruangan yang! dianggap perlu dan tidak membern
bantuan guna kelancaran pemenksaan serta memberikan yang diperlukan
akil atau kuasanya harus menandatangani surat
pernyataan penolakaanembantu kelancaran pemeriksaan

Pajak yang dlmlnta mewakilt Wajib Pajak menolak
untuk membantu kelancaran pemeqlksaan yang bersangkutan harus
menandatangani suratkpernyataan penqlakan pemeriksaan

an penandatanganan surat penolakan pemeriksaan,
acara penolakan pemeriksaan yang
Surat pernyataan penolakan pemenksaan membantu pemeriksaan dan
pemeriksaan dapat dyadikan dasar untuk penetapan
besarnya pajak terutalilg secara jabatan|atau dilakukan penyidikan
Pemeriksa membuat laporan pemenksaan untuk digunakan sebagai dasar
SKPDKBT, atau STPD atau tuyuan lain untuk
Peraturan Perundang—Undangan perpajakan Daerah
besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD berbeda dengan SPPD perbedaan besarnya pajak
Wajib Pajak yangibersangkutan
Pemberian tanggapan atas hasil pemenksaan dan pembahasan akhir
diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh

atas hasil perné:nksaan lapangan dilakukan dalam
(twuh) har setelah pemeriksaan lapangan selesai

Hasil pemeriksaan kantor dlsampalkaq kepada Wajib Pajak segera setelah

pemeriksaan lapangan selesair dilakukan dan tidak menunggu tanggapan

(3)
penundaan Wajb PaJak
Wajib Pajak yang
membantu kelancaran pemeriksaan
(4)
Wajib Pajak atau
(5) Apabila pegawair Way1
(6) Apabila terjadi penol
pemernksa membua berita
ditandatangani oleh pemerlksa
(7)
berita acara penolak '
(8)
penerbitan SKPDKB,
pelaksanaan ketentu
(9) Apabila perhitungan
diberitahukan kepada
(10)
pemeriksaan lengkap
satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan
(11) Pemberian tanggapan
waktu paling lama 7
dilakukan
(12)
Wajib Pajak
(13)

Apabila Wanb Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadin
pembahasan akhir hasil pemenksaan| STPD diterbitkan secara jabatan

berdasarkan hasil pem
(14) Pemberitahuan hasil

eriksaan yang dlsampaukan kepada Wajib Pajak
pemeriksaan kepada Wajib Pagjak tidak dilakukan

apabila pemeriksaan d

lanjutkan dengan penyidikan

(15) Apabila dalam pemenksaan d1temukan bukti permulaan tentang adanya
tindak pidana di bldang perpajakan Daerah pemeriksaan tetap dilanjutkan

dan pemeriksa membuat laporan pemenksaan

Dengan berlakunya Peraturan Bupat: i,

Tahun 2013 tentang Petun;

Nomor 2 Tahun 2013 te
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan

dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 37

maka Peraturan Bupati Nomor 48
uk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Tahun 2013 Nomor 48}, dicabut dan




|
Pasal 38

Peraturan Bupat: 1m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

|

Agar setiap orang mengetahuinya, memerllntahkan pengundangan Peraturan

Bupati in1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 15 - 9 - 2022
|

BUPATI PACITAN

| ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SFP

|
BERITA DAERAH KABUPA’TEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 81
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